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Abstrak: Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan
menengah Kecamatan Gempol yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara,
pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, pelayanan
pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi
pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaaan
pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor
yang berasal dari diri WP yaitu: tingkat pengalaman, pemahaman, pengalaman, penghasilan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penegak hukum dan modernisasi sistem
perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah
Kecamatan Gempol. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah regresi berganda.
Hasil penelitian ini adalah penegak hukum yang baik akan mempengaruhi para wajib pajak
usaha kecil dan menengah Kecamatan Gempol dalam mematuhi kewajibannya dalam
membayar pajak. Modernisasi administrasi perpajakan bisa mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak sehingga sistem yang baik dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Kecamatan Gempol.

Kata Kunci : Penegak Hukum, Modernisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib
Pajak, Usaha Kecil dan Menengabh.

PENDAHULUAN

Faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi
sistem administrasi  perpajakan  suatu
negara, pelayanan pada wajib pajak,
penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan
pajak, pelayanan pada wajib pajak,
penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan
pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2009).
Tuntutan akan peningkatan penerimaan,
peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak serta perbaikan-perbaikan dan
perubahan mendasar dalam segala aspek
perpajakan menjadi alasan dilakukannya
reformasi perpajakan. Reformasi
perpajakan  dan  sistem  administrasi
perpajakan sehingga bias meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi
kewajiban perpajakannya, meningkatkan
tanggung jawab aparatur pemerintah agar
tidak melakukan kecurangan dan melayani

masyarakat dengan sebaik mungkin dengan
harapan dapat meningkatkan penerimaan
pajak usaha kecil dan menengah yang dapat
dipungut secara optimal.

Kegagalan merespon perubahan
berarti melewatkan peluang atau malah
menciptakan masalah. Rahayu dan Lingga
(2009) program reformasi administrasi
perpajakan  dapat diwujudkan dalam
penerapan  sistem  administrasi  pajak
modern yang memiliki ciri khusus antara
lain  struktur organisasi yang telah
dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi
menurut  seksi-seksi  berdasarkan jenis
pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap
wajib pajak melalui pembentukan account
representative dan complinat center untuk
menampung keberatan wajib pajak. Sistem
pemungutan pajak yang digunakan di
Indonesia adalah self assessment.
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Dalam sistem ini wajib pajak diberi
wewenang untuk menhitung, menyetor, dan
melaporkan besarnya pajak terutang sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan
dalam  peraturan  perundang-undangan
perpajakan (Mardiasmo, 2009). Artinya
wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi
kewajiban  perpajakannya mulai  dari
mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan
jujur, baik dan benar sampai dengan
melunasi pajak terutang. Salah satu wajib
pajak yang diminta untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan besarnya pajak
terutang adalah wajib pajak orang pribadi.

Dengan struktur yang ada, orang
pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran
dalam kegiatan usahanya agar memperoleh
keuntungan yang diinginkan termasuk
dalam mengatur kewajiban perpajakannya.
Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib
pajak tersebut dapat memenuhi dan
melaksanakan  kewajiban  perpajakan.
Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan
karena merupakan suatu tanggung jawab
yang harus dipenuhi oleh semua wajib
pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai
hubungan dengan penerimaan pajak karena
apabila kepatuhan dari wajib pajak
meningkat maka secara tidak langsung juga
akan memperbesar penerimaan negara dari
setor pajak. Kepatuhan berarti taat pada
semua aturan yang suda di tetapkan.
Nurmantu dalam Devano dan Rahayu
(2006) mendefenisikan pengertian
kepatuhan  perpajakan  sebagai  suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi
semua kewwajiban perpajakannya. Jadi,
wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak
yang taat dan mematuhi serta melaksanakan
kewajiban  perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Pelayanan pada wajib pajak
bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib
pajak yang nantinya diharapkan dapat
meningkatkan kebutuhan wajib pajakdalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika
pelayanan terhadap wajib pajak baik maka
akan berdampak kepada penerimaan pajak
untuk tahun-tahun berikutnya. Wajib pajak

akan memenuhi kewajiban perpajakannya
bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi

perpajakan akan lebih banyak
merugikannya (Nugroho: 2006 dalam
Setiawan,  2009).  Pelaksanaan  dan

pemberian sanksi yang dimaksud adalah
dalam bentuk pemberian sanksi
administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Kata sanksi dalam KKBI berarti
tanggungan (tindakan, hukuman, dan
sebagainya) untuk  memaksaorang

menepati perjanjian atau menaati ketentuan
undang-undang. Sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
(norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata
lain sanksi perpajakan merupakan alat
(perventif) agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,
2009).

Pelaksanaan  sanksi  perpajakan
diterapkan sebagai akibat tidak
terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh
wajib pajak sebagaimana yang telah diatur
oleh undang — undangan perpajakan.
Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak
dapat menyebabkan terpenuhinya
kewajiban perpajakan oleh wajib pajak
sehingga dapat meningkatkan kepatuhuan
wajib pajak. Wajib pajak akan patuh
(karena  tekanan) karena mereka
memikirkan adanya sanksi berat berupa
denda akibat tindakan ilegal dalam
usahanya menyeludupkan pajak (Devano
dan Rahayu, 2006). Permasalahan dalam
penelitian ini adalah apakah penegak
hukum dan modernisasi sistem perpajakan
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
pajak usaha kecil dan menengah Kecamatan
Gempol.

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan kelompok yang
akan diuji (Jusup, 2001). Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh wajib pajak
yang berpendudukan di  Kecamatan
Gempol. Sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimilik oleh populasi
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tersebut  (Sugiyono, 2011).  Teknik
pemilihan sampel dalam penelitian ini
adalah Random sampling dimana peneliti
mengasumsikan populasi mengandung satu
ciri  (homogen) sehingga sampel dapat
diambil secara acak. Dalam Random
Sampling, setiap subjek mempunyai
peluang untuk dijadikan sampel penelitian
(Idrus,2009).
Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah
kuantitatif yang merupakan data yang
berupa  angka-angka  (Santo0so,2012).
Sumber data ini adalah data primer. Data
primer merupakan data yang diperoleh
secara langsung oleh peneliti dari sumber
asli atau pihak pertama sebagai responden
penelitian  (Ikhsan, 2008). Data ini
dihimpun oleh peneliti, dengan tujuan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
dalam penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada
responden atau Wajib Pajak  yang
berpendudukan di Kecamatan Gempol serta
yang  memiliki  NPWP.  Kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan memberi seperangkat
pernyataan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya (Sugiyono,
2012). Ada beberapa hal yang dapat
diperoleh dari kuesioner, antara lain
pendapat, fakta, pandangan terhadap suatu
masalah, kemudian saran yang diberikan
atas suatu masalah, dan setuju atau tidaknya
responden dari pertanyaan yang diajukan.

Pengukuran variabel-variabel
menggunakan instrumen berbentuk
pernyataan tertutup. Instrumen pernyataan
yang berhubungan  dengan  variabel
independen yang diteliti serta diukur
menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5.
Responden diminta memberikan pendapat
setiap butir pernyataan, mulai dari sangat
tidak setuju sampai sangat setuju.
Teknik Analisis Data
Analisis Normalitas

Santoso (2012) normalitas dapat
dideteksi dengan melihat sebaran data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik
Normal P-Plot of Regression Standarized
Residual. Suatu model dikatakan memenuhi
asumsi normalitas apabila data menyebar di
sekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal.
Analisis Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas
digunakan untuk mengetahui korelasi antara
variabel-variabel bebas dalam suatu model
regresi. Tingginya korelasi antara variabel-
variabel bebas maka hubungan antara
variabel bebas terhadap variabel terikatnya
menjadi terganggu. Uji multikolinieritas
dapat dilakukan dengan cara VIF (Variance
Inflation factors).
Analisis Heteroskedastisitas

Santoso  (2012)  tujuan yang
diharapkan dari uji ini adalah melihat
apakah ada ketidaksamaan varian dari
residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan lain dari tabel ANOVA.
Variabel dapat dinyatakan terdapat
heteroskedastisitas ~ apabila ~ memiliki
probabilitas < 0,5. Sebaliknya dinyatakan
tidak terjadi heteroskedastisitas (yang
diharapkan) apabila memiliki probabilitas >
0,5 (Santoso, 2012). Jika tidak ada pola
yang jelas serta titik-titik menyebar (secara
acak) di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu y maka tidak terjadi
heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu
serta titik-titik yang membentuk pola
tertentu di atas dan di bawah angka O pada
sumbu y maka terjadi heteroskedastisitas.
Analisis Regresi Berganda

Regresi  linear berganda pada
dasarnya merupakan perluasan dari regresi
sederhana, yaitu menambah jumlah variabel
bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi
dua atau lebih variabel bebas. Analisis
regresi berganda adalah model persamaan
di mana variabel terikat tergantung pada
dua atau lebih variabel bebas. Persamaan
analisis regresi berganda menurut Prayitno
(2012) dapat dinyatakan sebagai berikut.
Y = b0 + b1X1+b2X2

Keterangan.
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
b  =Konstanta
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X1 = Penegak Hukum
X2 = Modernisasi Sistem

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Normalitas

Analisis normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam suatu model regresi
variabel dependen dan variabel independen
mempunyai distribusi normal atau tidak.
Distribusi normal yang membentuk garis
lurus diagonal dan ploting data residual
normal, garis yang menggambarkan data
yang sebenarnya akan mengikuti garis
diagonal  tersebut  (Ghozali, 2011).
Pengambilan suatu keputusan pada uji
normalitas adalah dengan melihat titik
penyebaran dari pooling data penelitian
sebagai berikut:
Gambar 1. Hasil Analisis Normalitas
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Data diolah, 2019

Gambar di atas menunjukan data
terdistribusi sudah normal karena distribusi
data residualnya terlihat tidak jauh dengan
garis normalnya. Model regresi tersebut
sudah  memenuhi  asumsi  normalis.
Sehingga  variabel dependen dan
independen  yang  digunakan  untuk
penelitian sudah terdistribusi secara normal.
Hasil Analisis Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas bertujuan
untuk menguji apakah di dalam modal
regresi ditemukan korelasi antar variabel
bebas. Untuk mendeteksi dan tidaknya
multikolinearitas didalam regresi dapat
dilihat dari nilai telerance dan nilai
Variance Inflasing Factor (VIF).
Tabel 1. Hasil Analisis Multikolinearitas

Studentized Residual

Regression

Data diolah, 2019

Nilai VIF untuk variabel X1 sebesar
2.647 dan untuk VIF variabel X2 sebesar
2.647. karena nilai VIF dari kedua variabel
tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5
maka dapat dikatakan tidak terjadi
multikolinearitas pada kedua variabel bebas
tersebut.

Hasil Analisis Heteroskedastisitas
Analisis heteroskedastisitas
bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance residual dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Hasil
heteroskedastisitas sebagai berikut :
Gambar 2. Hasil
Heteroskedastisitas
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Data diolah, 2019
Titik-titik tidak membentuk pola
yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y artinya
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
pada persamaan model regresi.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh
penegak hukum dan modernisasi
administrasi  perpajakan (X) terhadap

kepatuhan wajib pajak (Y) di Kecamatan
Gempol digunakan regresi linear sederhana.
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan
program data dengan program SPSS
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diperoleh nilai koefisien regresi linear
sederhana sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients’

Standardized
Unstandardized Coeficients | ~ Coefficients

Mode! B Std. Error Beta ! i

i (Constant) 14730 8309 gsgol 01

TotalX1 186 188 081 4204 0
Total.X2 9% 37 847 6388 008
a, Dependent Variable: Total.Y

Data diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan
persamaan regresi Y = 14.730+0,155X1 +
0,935X2, persamaan tersebut mengandung
arti bahwa variabel penegak hukum dan
modernisasi administrasi perpajakan
berpengaruh  positif  terhadap variabel
Kepatuhan Wajib Pajak usaha kecil dan
menengah di Kecamatan Gempol, sehingga
setiap peningkatan yang dilakukan terhadap
variabel penegak hukan dan modernisasi
administrasi perpajakan sebesar 1 unit akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha
kecil dan menengah di Kecamatan Gempol
sebesar variabel X1 0,155 dan variabel X2
0,935 pada konstanta 14.730. Untuk
mengetahui besaran kontribusi pengaruh
penegak  hukum  dan  modernisasi
administrasi perpajakan (X) berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dapat  diketahui  melalui  koefisien
determinasi (R2) seperti yang terlihat pada
tabel berikut.
Tabel 3. Hasil
Determinasi

Analisis  Koefisien

Model Summany”

810, Enor of Change Statlsties

Mode R |AdustedR| the |RSquere| F Sig.F
i R |Square| Square | Estimate | Change |Change| dff | df2 | Change
(| 6] 68 26 oswe M oo 2 04
. Predictors: (Constant) Total X2, Total X1
Data diolah, 2019

Nilai Koefisien Determinasi (R2)
penegak hukum dan modernisasi
adminitrasi perpajakan menunjukan nilai

sebesar 0,618. Hal ini menggambarkan
bahwa 61,8% variansi kepatuhan wajib
pajak usaha kecil dan menengah di
Kecamatan Gempol disebabkan penegak
hukum dan modernisasi  administrasi
perpajakan, sedangkan sisanya sebesar
38,2% dipengaruhi faktor-faktor lain diluar
penelitian ini.
Tabel 4. Hasil Analisis F

ANOVA'

[iodel Sum of Squares f Mean Square 3 Sig.
| Regression 1654977 2 488 6000 008

Residual 207,061 % 12916

Total 462,008 %

. Predictors: (Constant), Total X2, Totel X1

b, Dependent Variable: TotalY

Data diolah, 2019

Hasil analisis dengan  model
keseluruhan diperoleh nilai F hitung sebesar
452.038. dengan demikian Ho ditolak
sehingga Ha diterima, artinya bahwa
variabel penegak hukum dan modernisasi
adminitrasi perpajakan secara bersama-
sama berpengaruh  secara  signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil
dan menengah.

Variabel penegak hukum dan
modernisasi administrasi perpajakan secara
individu dan bersama-sama signifikan
mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak.
Variabel penegak hukum dan modernisasi
administrasi ~ perpajakan ~ memberikan
pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Adanya pengaruh positif variabel
penegak hukum berarti semakin baik dalam
penegakan hukum yang diterapkan semakin
tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Adanya
pengaruh  positif variabel modernisasi
administrasi perpajakan berarti semakin
baik sistem administrasi perpajakan maka
kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis dan mengacu pada perumusan
serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa penegak hukum yang
baik akan mempengaruhi para wajib pajak
dalam mematuhi kewajibannya dalam
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membayar  pajak dan  modernisasi
administrasi perpajakan bisa mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak sehingga sistem
yang baik dalam administrasi perpajakan
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
usaha kecil dan menengah.
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